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Abstrak

Guna melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatianya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.
Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa program kebijakan perlindungan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator perlindungan yang digunakan yaitu: 1) Perlindungan ekonomis; 2) Perlindungan sosial; dan 3) Perlindungan Teknis. Dimana berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ketiga bentuk perlindungan yang diberikan ini dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat yang ikut dalam program perlindungan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tetap terus memaksimalkan program perlindungan tenaga kerja tersebut, dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan usaha tenaga kerja, agar pendapatan maupun kesejahteraan bagi tenaga kerja maupun masyarakat di Kabupaten Bone Bolango terus meningkat kedepannya.
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PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menempati peringkat keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Negara Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja berlimpah. Jumlah tenaga kerja yang banyak namun tidak disertai dengan kualitas tinggi menjadi permasalahan baru bagi pembangunan Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang berlebih namun lapangan kerja yang tak mencukupi akan meningkatkan jumlah pengangguran. (Ridho Hidayat & Dalimunthe, 2022). Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (Yuliartini, 2020). Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.
Adanya kesempatan kerja merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi setiap orang. Kesempatan kerja inilah, seseorang akan berpikir maju untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi diri dan keluarga. Bahkan, dari adanya kesempatan kerja inilah muncul pikiran-pikiran positif bagi seseorang yang telah berada pada masa usia produktif.(Noviasari & Nurwati, 2020). Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun atau lebih. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau dikategorikan sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran disinilah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pasal tersebut jelas dikehendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan kata lain masalah ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan masalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia yang kedudukan sebagai warga negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang sebagaimana lazimnya telah menguatkan pembangunan disegala bidang dan yang paling menonjol adalah pembangunan di bidang industri. (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Hanifah, 2020)
Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih khusus dalam rangka pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, (Pratiwi & Andani, 2022).
Secara yuridis dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, mewajibkan para pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja atau buruh tanpa membedakan jenis kelamin suku ras agama dan aliran politik, (Husni, 2013).
Untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan perlindungan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pekerja/buruh, dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatianya kepada pekerja semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja, (Basofi & Fatmawati, 2023). Bagi pengusaha dengan adanya pengaturan keselamatan kerja diperusahaanya akan dapat mengurangi kejadian kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial. Bagi pemerintah dan masyarakat dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.
Sementara itu, informasi ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan secara semesteran (Februari dan Agustus). Mengingat sangat terbatasnya jumlah sampel pada Bulan Februari 2023, maka pada periode ini tidak bisa dilakukan estimasi hingga tingkat kabupaten/ kota. Dengan demikian, estimasi indikator ketenagakerjaan untuk tingkat kabupaten/kota hanya bisa dilakukan pada Agustus 2023 termasuk Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan. Data hasil Sakernas, periode Agustus 2023 untuk Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa TPAK laki-laki (82,42 %) lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (54,35 %). Hal ini disebabkan perempuan pada umumnya cenderung dihadapkan pada dua pilihan, yaitu aktif dalam kegiatan perekonomian atau fokus pada urusan rumah tangga. Dibandingkan dalam dua tahun berjalan, secara umum di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dimana TPAK penduduk mengalami peningkatan dari 65,28 % menjadi 68,39 %, (Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025, n.d.)

Gambar 1
Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo



















Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Bone Bolango 2023, BPS Kabupaten Bone Bolango



Wilayah Kabupaten Bone Bolango sebagian besar daerahnya merupakan daerah pedesaan. Perekonomian wilayah cenderung bertumpu pada sektor Pertanian. Namun pada sektor tersebut, persentase tenaga kerja yang terserap hanya sebesar 23,25 % (keadaan Agustus 2023). Sektor ini menyerap tenaga kerja terbanyak kedua di Kabupaten Bone Bolango setelah sektor Jasa yang menyerap sebanyak 57,63 %, (Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025, n.d.)
Hal ini terjadi karena posisi geografis Bone Bolango yang dekat dengan Kota Gorontalo sehingga kebanyakan penduduk memilih untuk bekerja di sektor Jasa di Kota Gorontalo. Adapun data distribusi penduduk Kabupaten Bone Bolango usia 15 + yang bekerja dapat kita lihat pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2
Data Distribusi Persentase Penduduk Usia 15+ yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Bone Bolango












(Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025)

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Gorontalo umumnya, dan Kabupaten Bone Bolango khususnya, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran.
Tingkat  pengangguran  terbuka  di  Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2023 mencapai 3,39 %. Jika dirinci menurut jenis kelamin, persentase pengangguran laki-laki lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase pengangguran perempuan. Pada Tahun 2023, persentase pengangguran terbuka laki-laki adalah 3,10 % sedangkan persentase pengangguran terbuka perempuan adalah 3,82 %. Adapun data tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango dapat kita lihat pada tabel 1berikut ini:
Tabel 1
Data Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15+
Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bone Bolango
Provinsi Gorontalo

	Jenis Kelamin
	Tahun 2023

	(1)
	(2)

	Laki-Laki
	3,10

	Perempuan
	3,82

	Total
	3,39


(Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025)


Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari kegiatan dan akses ke media massa, pada tabel berikut ini juga akan menampilkan data tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga, dalam hal ini penerima jaminan sosial sebagai berikut:
Tabel 2
Data Persentase Rumah Tangga Yang Pernah Menerima Jaminan Pensiun/Hari Tua Selama Satu Tahun Terakhir
di Kabupaten Bone Bolango, 2023

	Apakah Pernah Menerima Jaminan Pensiun/Hari Tua ?

	Jumlah
	Ya
	Tidak
	Total

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	Rumah Tangga (%)
	14,25
	88,75
	100,00


(Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025)

Berdasarkan Tabel 2 telah menunjukkan bahwa jumlah penerima jaminan sosial berupa jaminan pensiun/hari tua di satu tahun terakhir yaitu tahun 2023 tergolong rendah yakni hanya 14,25 %, sehingga hal ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango, khususnya bagi rumah tangga penerima jaminan pensiun/hari tua itu sendiri.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analitis. Moleong dalam (Mansur et al., 2021), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”. Fenomena yang dimaksud adalah bagaimana melalui penelitian tersebut dapat mengungkap sejauhmana implementasi kebijakan perlindungan tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara, dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan.
Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Adapun waktu penelitian ini diperlukan selama tiga bulan.





HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan. Dengan jumlah yang cukup banyak sudah seharusnya tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Sementara itu, pembangunan ketenagakerjaan dimana sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Studi mengenai jaminan perlindungan tenaga kerja telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan perlindungan tenaga kerja sangat penting untuk diperhatikan serta diberlakukan sebagaimana mestinya. (Hafizd et al., 2024). Disisi lain, dimana tujuan perlindungan tenaga kerja diberikan yaitu untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap pekerja atau buruh demi mewujudkan kesejahteraan mereka dengan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, melalui penelitian ini peneliti akan menjelaskan beberapa temuan tentang kebijakan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bone Bolango yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Ekonomis
Perlindungan ekonomis tenaga kerja merupakan perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup. Perlindungan ini juga berlaku ketika tenaga kerja tidak bisa bekerja sesuai kehendaknya. Perlindungan ekonomis tenaga kerja dapat diwujudkan dalam bentuk : 1) syarat kerja atau syarat perburuhan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan mengenai hubungan kerja; dan 2) penghasilan yang cukup, termasuk ketika tenaga kerja tidak bisa bekerja sesuai kehendaknya.
Sementara itu, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Dalam suatu perekonomian bisa dikatakan berkembang jika pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat, namun bukan berarti bahwa pendapatan perkapitanya harus mengalami kenaikan secara terus menerus, tetapi yang terpenting adalah kegiatan atau usaha dalam mengembangkan ekonomi rata-rata selalu meningkat pada setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui penanaman modal, manajemen, penggunaan teknologi, peningkatan ketrampilan penambahan pengetahuan, penambahan pengetahuan berorganisasi serta peningkatan usaha.
Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo kepada masyarakatnya, dengan melaksanakan program perlindungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pendidikan demi penguatan kapasitas SDM maupun bantuan modal usaha guna peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan dilaksanakannya program perlindungan ekonomis ini diharapkan masyarakat akan terbantukan dengan terus mengembangkan usaha yang dilakoni guna peningkatan penghasilan dan perbaikan taraf hidup keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan menunjukkan bahwa, program perlindungan ekonomis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata penghasilan tenaga kerja di Kabupaten Bone Bolango sangat meningkat dan perkembangan usaha yang mereka kelola itu semuanya berjalan dengan baik, begipun juga dengan tenaga kerja yang bergerak di bidang jasa, dimana sebagian besar tenaga kerja mencari kebutuhan sehari-hari merasa tercukupi, yang tentunya program perlindungan ekonomis tenaga kerja tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kedepan, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap usaha yang dijalankan oleh tenaga kerja maupun masyarakat, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga. Kemudian memberikan bantuan pendidikan yang berkelanjutan kepada tenaga kerja maupun masyarakat guna penguatan SDM tenaga kerja yang dimiliki.
Selanjutnya, memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat itu sendiri, serta dapat menjalin hubungan kerjasama dengan investor maupun pihak luar untuk membuka akses bagi tenaga kerja maupun masyarakat dalam mengembangkan usaha yang dijalani, agar tingkat ekonomi dan kesejahteraan mereka di Kabupaten Bone Bolango terus meningkat.
  
2. Perlindungan Sosial
Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan sosial juga dapat berupa santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang. Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja juga berhak memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan serta berhak memperoleh perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Model perlindungan sosial pada dasarnya menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Perlindungan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, hubungannya dengan program perlindungan sosial tersebut, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo sangat berperan aktif dalam merespon segala kebutuhan tenaga kerja maupun masyarakat termasuk pemberian jaminan sosial tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program perlindungan sosial ini diharapkan tenaga kerja maupun masyarakat akan terbantukan, yaitu dengan mudahnya memperoleh jaminan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan menunjukkan bahwa, program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang memperoleh jaminan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya, meskipun masih terdapat juga sejumlah tenaga kerja maupun masyarakat yang masih merasa kurang dengan jaminan sosial yang diperoleh, sehinggahnya hal demikian masih menjadi perhatian bagi pemerintah daerah itu sendiri untuk terus ditingkatkan.
Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, untuk meningkatkan program perlindungan sosial dimasyarakat kedepannya, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri diantaranya, kelengkapan fasilitas kesehatan yang menjadi jaminan bagi kesehatan masyarakat dan tenaga kerja tersebut, maupun penambahan alokasi anggaran untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, agar masyarakat maupun tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat terjamin akses kesehatannya dan meningkat kesejahteraannya. 

3. Perlindungan Teknis
Pelindungan teknis, yaitu pelindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja termasuk ke dalam pelindungan teknis, yaitu pelindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Dengan demikian, sebagai tenaga kerja, pekerja perempuan memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki untuk memperoleh tiga jenis pelindungan tersebut, baik pelindungan ekonomis, pelindungan sosial, maupun pelindungan teknis.
Perlindungan teknis tenaga kerja dilakukan dengan cara mencari dan mengungkapkan kelemahan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan dilakukan dengan cara mengungkapkan sebab akibat kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian cermat dilakukan atau tidak. Sementara itu, perlindungan teknis tenaga kerja bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, pekerja juga berhak memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan serta berhak memperoleh perlindungan atas perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo kepada masyarakatnya, dengan melaksanakan program perlindungan teknis guna memberikan rasa aman dan nyaman ketika terjadi musibah maupun kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas dilapangan. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya program perlindungan teknis ini diharapkan masyarakat akan terbantukan, yaitu dengan memperoleh jaminan keselamatan kerja berupa biaya santunan dan lain sebagainya yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja maupun musibah yang dialami oleh tenaga kerja itu sendiri saat bekerja.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara langsung dilapangan menunjukkan bahwa, program perlindungan teknis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang memperoleh jaminan keselamatan kerja ataupun biaya santunan bilamana terjadi kecelakaan kerja maupun musibah yang menimpa terhadap tenaga kerja pada saat bertugas. Sehingga, hal ini menjadi salah program perlindungan yang sangat dibutuhkan oleh tenaga kerja, karena dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan saat berkerja maupun mengalami musibah saat berkerja.
Oleh karena itu, menurut analisis peneliti bahwa, untuk terus meningkatkan program perlindungan teknis dimasyarakat dan tenaga kerja kedepannya, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap jaminan keselamatan kerja maupun besaran santunan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri, guna memastikan apakah tenaga kerja merasa sudah terbantukan dengan program perlindungan ini atau tidak, serta dapat memastikan pula akan kekurangan dari program perlindungan teknis tersebut.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, telah diperloleh kesimpulan bahwa program kebijakan perlindungan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator perlindungan yang digunakan yaitu: 1) Perlindungan ekonomis; 2) Perlindungan sosial; dan 3) Perlindungan Teknis. Dimana berdasarkan hasil penelitian telah menunjukkan bahwa ketiga bentuk perlindungan yang diberikan ini dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan masyarakat yang ikut dalam program perlindungan tersebut. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tetap terus memaksimalkan program perlindungan tenaga kerja tersebut, dengan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan usaha tenaga kerja, agar pendapatan maupun kesejahteraan bagi tenaga kerja maupun masyarakat di Kabupaten Bone Bolango terus meningkat kedepannya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango tetap terus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan tenaga kerja maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, dengan cara menambah alokasi anggaran baik bantuan usaha, bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lannya, serta memperhatikan kelengkapan fasilitas kesehatan yang kurang memadai, guna kelangsungan hidup tenaga kerja maupun masyarakat di Kabupaten Bone Bolango itu sendiri.
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